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SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR t4 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN

EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI MOROWALI,
Menimbang : bahwa untuk melal<sanakan ketentuan Lampiran Bab II huruf

D Belanja Daerah angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan

Penatausahaan, Pertanggunglawaban dan Pelaporan serta

Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang

pembentukan kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan

Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 , Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 39OO)sebagaimana telah

diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2000

tentang perubahan Undang-UndangNomor 51 Tahun 1999

tentang pembentukan kabupaten Buol, Kabupaten

Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tallrbahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Ke{a (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah ( l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSIGN ;

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,

PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING

DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAE} I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

l. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk keperluan darurat/
mendesak seperti bencana alam, bencarla non 6[arn, bencana

sosial dan/atau kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi
sebelurnnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran

atas penerimaan daerah tal. un-tal.un sebelumnya.

2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang

rnengarrcarn dan mengganggu kehidupan dan penghidupan

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau
faktor non alarrr mauplrn faktor marrusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

3. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa

atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara
lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

4. Keadaan Darurat Bencana suatu keadaan yang mengancam dan

mengg€rnggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/ masyarakat

yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang

meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat.



5 Transisi Darurat ke pemulihan adalah keadaan dimana penangzrnzrn

darurat bersifat sementara/ permanen (Berdasarkan kajian teknis dari

instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasaranan vital
serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi yang

dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap

rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah Kepala Satuan Ke{a Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan berlindak sebagai Bendahara

Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang

bertindak da-lam kapasitas sebagai BUD.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan
rancangan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Ke{a Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara
umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggarErn.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat

pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksalakan tugas

dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa

Program.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Kabupaten

Morowali yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Daerah adalah Kabupaten Morowali.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

Bupati adalah Bupati Morowali.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan

Urusan Pemerintahan daerah.
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Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi tata cara

penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan

pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga.

BAB II

BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

(1) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi

sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

(2) Selain pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belanja tidak

terduga digunakan untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya.

Pasal 4

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar

biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau

c. kerusakan kegiatan pelayanan publik. sarana/prasarana yang dapat

mengganggu.

Pasal 5
Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang

zrnggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran beq'alan;

b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-

undangan; dan/ atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 6

(1) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan

harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup

untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:



Pasal 8
(1) Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek,

dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

12) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan

darurat, pemerintah daerah menggunakan:

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian progr€rm, kegiatan, dan sub

kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran

berjalan; dan/ atau

b. memanfaatkan kas yang tersedia.

(3) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih

dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

14) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-

tahun sebelumnya.
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a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan;

dan

b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik
dan intemet.

(2) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf b merupakan belanja untuk terl'aminnya kelangsungan pemenuhan

pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan,

melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran

pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara

sebagai berikut:

a. kepala SKPD mengajukan RKB paling lama I (satu) hari kepada PPKD

selaku BUD;

b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan B'tT kepada kepala

SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

BAB III

TATA CARA PENGGANGARAN
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(5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-

tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan

pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang

te{adi pada tahun sebelumnya.

(6) Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:

a. Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;

b. rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada

upaya hukum lainnya; dan/atau

e. Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturzur

perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9
(1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan

darurat dilakukan dengan tahapan:

a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam,

bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian

luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. berdasarkan penetapan status Bupati dan/atau dokumen lain

sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan Kepala SKPD

yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan

Rencana Kebutuhan Belanja kepada PPKD selaku BUD;

c. kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat

membuka rekening untuk menampung pencairan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi usulan dana, paling lama I
(satu) hari terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja;

e. berdasarkan rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud dalam

huruf d, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada

Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi,

paling lambat 1 (satu) hari kery'a terhitung sejak diterimanya rencana

kebutuhan belanja;

f. pencairan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat

dilakukan dengan mekanisme TU/LS sesuai sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan Bupati;
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h. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh

Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan Rencana Kebutuhan

Belanja.

(21 Format Surat Tanggap Darurat atau Dokumen Lain, Pormat Rencana

Kebutuhan Belanja dan Format verilikasi Rencana Kebutuhan Belanja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d tercantum

dalam l,ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 10

(1) Pengunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat

bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:

a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;

b. pertolongan darurat;

c. evakuasi korban bencana;

d. kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang;dan

e. pelayanan kesehatan, penampungan dan tempat hunian sementara.

(21 Batas waktu penggunazrn belanja tidak terduga adalah waktu status

keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan

oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Pasal 11

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan

mendesak dan memenuhi kebutuhan lainnya dilakukan melalui pergeseran

anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang

membidangi, dengan tahapan:

a. dalam hal anggaran belum tersedia penggunaan belanja tidak terduga

terlebih dahulu diformulasikan dalam RI(A-SKPD yang membidangi

keuangan daerah;

b. da-lam hal anggaran belum tercukupi penggunaan belanja tidak terduga

terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD;dan

c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan

Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam

Laporan Realisasi Anggaran bag pemerintah daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan

APBD.
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d

e

berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan

pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya melakukan proses

verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:

1. memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan.

2. memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.

Unsur penyebab pengajuan pengembalian sebagaimana dimaksud pada

huruf c dapat dikarenakan:

l. kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau

2. adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan

yang sudah disampaikan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

(1) Laporan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga disampaikan oleh Kepala

SKPD yang melalsanakan fungsi Penanggulangan Bencana kepada Bupati

melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

l2l Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga dicatat pada buku kas Umum

tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi

penganggulangan Bencana .

(3) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana

bertanggungiawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan Dana

Belanja Tidak Terduga yang diperuntukan untuk tanggap darurat

bencana yang dikelolanya.

(4) Pertanggung jawaban atas Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga

disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi

Penanggulangan Bencana kepada Badan Pengelolaan Keuangan Dan

Asset Daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang satu dan

lengkap atau surat Pertanggungiawaban Belanja.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

(l) SKPD yang melakukan fungsi pengawasan melakukan monitoring dan

evaluasi secara berkala atas pelaksanaan belanja tidak terduga.

(21 Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Bupati.
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku berlaku, Peraturan Bupati Nomor

23 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belalja Tidak

Terduga (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 023), dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengrndangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tarrggal &t fAd e@l
BUPATI MOROWALI,

ttd
TASLIM

Diundangkan dibungku
pada tanggal 90 Md Jo11

SEKRETARIS DAERAH
KAEIUPATEN MOROWALI

ttd

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2O2 1 NOMOR 0t4
suai dengan aslinya

IAN HUKUM
DAERAH KABUPATEN MOROWALI

S.H M.H
,IY /a

02 200604 1 005
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 14 TAHUN
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

A. RENCANA KEBUTUHAN BELANJA KEADAAN DARURAT KAE}UPATEN

No. Jenis Kebutuhan Satuan Perkiraan Kebutuhan Dana (Rp)

2
3
4
5

Total

Tempat, tanggal

KEPAI-A SKPD

NAMA
NIP.

B. REKAPITULASI PEI'IYALURAN BELANJA T]DAK TERDUGA

No. SKPD Rencana Kebutuhan Jumlah (Rp)

2
3
4
5

Tempat,

BENDAHARA UMUM DAERAH

NAMA
NIP.

1.

1.

I

I
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C. I.APORAN PENGGUNAAN BEI,ANJA TIDAK TERDUGA
KABUPATEN... ....

SKPD :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungiawab penuh atas kebenaran
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

KEPALA SKPD

NAMA
NIP.

D. REKAPITULASI I.APORAN PENGGUNAAN BEI,ANJA TIDAK TERDUGA

Tempat, ..........

BENDAI{r{Iir{ UMUM DAERAH

NAMA
NIP.

BUPATI MOROWALI,

ttd
TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
GIAN HUKUM

DAERAH KABUPATEN MOROWALI

S.H. M.H
,rv /a

No. Uraiarr Anggaran
Bp)

Realisasi
(RP)

Penyerapan
e/"1

Capaian Output
Volume Satuan

1

2

4
5
6

No. SKPD Penggunaan Jumlah
{Rp)

Realisasi
(Rp)

Seiisih
(Rp)

)ersentase
Realisasi

{"/"1
1

I
5

! -D

-
N 0602 200604 1 005

t

I

I I

2.1 I
I

3. 1
I


